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Abstract. The banking industry has a crucial role in maintaining the balance of development and economic 

integrity of a country. Banks act as depositories and distributors of liquidity funds which are essential for the 

sustainability of economic activities. To carry out this function effectively, strict regulations and supervision are 

needed. As well as guaranteeing customer deposits to ensure healthy and sustainable bank operations. The 

financial crisis that occurred in 1997 in Indonesia showed structural weaknesses in the banking system, including 

ineffective supervision and weak bank management. The government responded with a Banking Guarantee 

program (Blanket Guarenteen), but this program faced various problems and was not continued. As a solution, 

the Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed through Law Number 24 of 2004, which aims to increase 

public confidence in the banking system and maintain financial system stability. This research aims to analyze the 

role of LPS in dealing with failed banks and the effectiveness of banking regulations in preventing future financial 

crises. The results of the analysis are expected to provide policy recommendations to strengthen the stability of 

the banking system. 
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Abstrak. Industri perbankan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan perkembangan, dan integritas 

ekonomi suatu negara. Bank bertindak sebagai penyimpanan dan penyalur dana likuiditas yang esensial bagi 

keberlanjutan aktivitas ekonomi. Untuk menjalakan fungsi ini secara efektif, diperukan regulasi dan pengawasan 

yang ketat. Serta penjaminan simpanan nasabah untuk memastikan operasional bank yang sehat dan 

berkelanjutan. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia menunjukan kelemahan struktural 

dalam system perbankan, termasuk pengawasan yang kurang efektif dan manajemen bank yang lemah. 

Pemerintah merespon dengan program penjamin Perbankan (Blanket Guarenteen), namun program ini 

menghadapi berbagai masalah dan tidak berlanjut. Sebagai solusinya, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS) melalui Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap system perbankan dan menjaga stabilitas system keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis Peran LPS dalam menangani bank gagal serta efektivitas regulasi perbankan dalam mencegah krisis 

keuangan di masa depan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat 

stabilitas system perbankan. 

 

Kata kunci: Bank, Keuangan, Krisis, Pailit. 

 

 

LATAR BELAKANG 

Industri perbankan memainkan perananan krusial dalam ekonomi suatu negara karena 

membantu menjaga keseimbangan, perkembangan, dan integritas ekonomi(Jayadi & Adolf, 

2018). Bank tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana, tetapi juga 

sebagai penyedia likuiditas yang penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Untuk 

mencapai peran ini secara efektif, diperlukan penerapan hukum yang pasti dalam regulasi dan 

pengawasan bank. Selain itu, penjaminan terhadap simpanan para nasabah sangat penting 

untuk memastikan operasional bank yang sehat dan berkelanjutan. 
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Operasional bank yang sehat dan berkelanjutan ini tidak hanya menjaga keamanan 

simpanan nasabah, tetapi juga memperkuat peran bank dalam menyediakan dana untuk 

pembangunan serta layanan perbankan lainnya. Dengan demikian, sangat penting bagi pemilik 

dan pengelola bank serta otoritas yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan untuk 

memenuhi ekspektasi kepercayaan publik dengan menjamin semua kewajiban bank(M.R., 

2015). Hal ini akan memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem perbankan, yang pada 

gilirannya mendukung perekonomian secara keseluruhan. 

Namun, tidak jarang sektor ini menghadapi tantangan besar, seperti krisis keuangan 

yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sempat mengalami penurunan ketika 

krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997, dimana saat itu nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS melemah dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dolar AS(Stephani, 

2013). Carut marut perbankan nasional semakin memuncak, ketika pemerintah pada 1 

November 1997 dan atas desasakan IMF terpaksa harus mengumumkan 16 bank umum 

bermasalah untuk dicabut izin usahanya(Kagramanto, 2007). 

Adanya krisis ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan struktural pada sistem perbankan, 

diantaranya(Rahadiyan, 2016): 

a. Adanya jaminan terselubung (implicit guarantee) dari bank sentral atas kelangsungan 

hidup suatu bank; 

b. Sistem pengawasan yang kurang efektif; 

c. Besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada 

individu/kelompok usaha yang terafiliasi dengan bank; 

d. Lemahnya kemampuan manajerial bank; dan 

e. Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan. 

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan bernama Program Penjamin Perbankan 

(Blanket Guarantee) guna mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap perbankan. 

Blanket Guarantee merupakan instrumen tindakan darurat berupa pemberian jaminan 

pembayaran atas kewajiban bank-bank, bersifat sementara dan biasanya diterapkan ketika 

terjadi krisis sistemik pada sektor perbankan(Stephani, 2013). Namun kebijakan ini tidak 

mampu bertahan lama, Blanket Guarantee dalam penerapannya memiliki berbagai macam 

permasalahan, seperti ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi (masyarakat, deposan, atau 

bankir), pengelolaan bank yang tidak profesional karena tanggung jawab manajemen bank 

terlalu rendah, dan resiko kerugian Negara akan cenderung tinggi(Stephani, 2013). 
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Agar tetap terus menciptakan rasa aman bagi nasabah, dan untuk mengatasi masalah 

Blanket Guarantee yang ruang lingkupnya terlalu luas serta menjaga stabilitas sistem 

perbankan, maka perlu untuk mengganti program penjaminan yang sangat luas lingkupnya 

dengan sistem penjaminan yang terbatas (Limited Guarantee). Oleh karena itu kemudian 

lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga 

Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat yang pada akhirnya 

diundangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan(Stephani, 2013). 

Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mandat untuk 

menjamin simpanan nasabah dan menyelesaikan permasalahan bank yang gagal guna menjaga 

stabilitas sistem perbankan nasional. Pembentukan LPS merupakan salah satu respon terhadap 

krisis-krisis perbankan sebelumnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perbankan dan meminimalisasi dampak negatif dari kegagalan 

bank terhadap perekonomian. 

Selain peran LPS, aspek regulasi hukum juga memegang peran penting dalam 

mencegah krisis keuangan di masa depan. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, regulasi 

perbankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami banyak perubahan 

signifikan(CNBC, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk pada tahun 2011 

melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menggantikan peran pengawasan perbankan 

yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan 

mengawasi seluruh aktivitas jasa keuangan, termasuk perbankan, guna memastikan stabilitas 

dan kesehatan sistem keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPS dalam menangani bank yang 

gagal dan bagaimana regulasi perbankan dapat mencegah terjadinya krisis keuangan di masa 

depan. Dengan menganalisis efektivitas LPS serta regulasi yang ada, diharapkan dapat 

ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat stabilitas sistem 

perbankan di Indonesia. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) 

dengan menelaah semua peraturan perundnag-undangan dan regulasi serta kasus-kasus yang 

ada yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Penulis menggunakan sumber bahan hukum 

primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan 

(Muhaimin, 2020) dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian dalam jurnal serta artikel 

ilmiah(Muhaimin, 2020). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menangani Bank yang Gagal 

LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang yang 

menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah perbankan di 

Indonesia(lps.go.id, 2023). Dalam Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) disebutkan bahwa tujuan pembentukan LPS 

adalah untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank. Dalam melaksanakan 

fungsinya tersebut, LPS dibebani tugas untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan 

pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan(Republik 

Indonesia, 2004). 

LPS juga mempunyai tugas merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam rangka turut 

aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, melaksanakan penyelesaian bank gagal yang 

tidak berdampak sistemik dan yang berdampak sistemik(Republik Indonesia, 2004). 

Disamping fungsi dan tugas yang telah diamanatkan olch undang-undang, LPS juga 

mcmpunyai beberapa wewenang yang diantaranya sebagai berikut(Republik Indonesia, 2004): 

a. Menetapkan serta memungut premi penjaminan, 

b. Menetapkan serta memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; 

c. Mengelola kekayaan dan kewajiban LPS; 

d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kcsehatan bank laporan keuangan bank; 

e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi serta konfirmasi atas data bank; 

f. Menetapkan syarat, tata cara serta ketentuan pembayaran klaim pada nasabah; 

g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi 

kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; 

 



 
 
 

e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal 145-157 

h. Melakukan penyuluhan pada bank dan masyakat tentang LPS; 

i. Menjatuhkan sanksi administrasi. 

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah 

kewenangannya dalam melaksanakan fungsi sebagai penjaga stabilitas sistem perbankan. 

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank yang gagal memiliki 

dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan kepercayaan sistem perbankan. LPS memiliki 

tanggung jawab penting dalam mengelola situasi krisis ketika bank mengalami kebangkrutan. 

Mengenai penanganan dan penyelesaian bank gagal, telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat (2) UU 

Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu: 

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk 

hak dan wewenang RUPS; 

b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; 

c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang 

mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan 

d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban 

bank tanpa persetujuan kreditur. 

Dalam melaksanakan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bertindak 

sendiri, melainkan bekerja sama dengan lembaga lain yaitu Lembaga Pengawas Perbankan 

(Bank Indonesia) dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kerjasama ini 

dilakukan untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal. Selain dalam perumusan 

kebijakan, kerjasama tersebut juga terjadi dalam pelaksanaannya, seperti dalam menentukan 

apakah suatu bank dikategorikan sebagai bank gagal, yang sepenuhnya merupakan 

kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan hanya 

menerima keputusan tersebut tanpa campur tangan dan kemudian memutuskan apakah bank 

gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak(Mamuaja, 2015). 

Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan 

membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP 

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya(Republik Indonesia, 2004). Penyelesaian Bank 

Gagal telah diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Lembaga Penjamin 

Simpanan. Berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, Lembaga 

Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal dengan cara, 

yaitu: 
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Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik 

Istilah sistemik didefiniskan apabila bank yang gagal berdampak luar biasa baik 

terhadap penarikan dana (rush) maupun kelancaran dan kelangsungan roda 

perekonomian(Stephani, 2013). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengambil tindakan 

terhadap bank gagal yang berdampak sistemik setelah status bank tersebut ditetapkan serta 

penanganannya diserahkan kepada LPS. Penanganan bank yang gagal dan berdampak sistemik 

dapat dilakukan dengan dua opsi: 

Penanganan dengan Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama (Open Bank Assistance) 

Penanganan bank gagal berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS dengan 

mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) apabila dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut(Republik Indonesia, 2004): 

a. Pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua 

puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan; 

b. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 

1. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; 

2. Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan 

3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan 

tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai: 

1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 

2. Data keuangan Nasabah Debitur; 

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 

4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang 

dibutuhkan LPS. 

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal maka 

pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, 

kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lainnya. Pemegang saham dan pengurus 

bank juga tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses 

penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPSmelakukan tugasnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Republik Indonesia, 2004). 

Bilamana dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama 

melakukan penyetoran modal sementara, maka LPS dan pemegang saham lama membuat 

perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank(Republik Indonesia, 2004). 



 
 
 

e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal 145-157 

Namun, bila dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama 

melakukan penyetoran modal, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil 

penjualan saham bank(Republik Indonesia, 2004). 

Penanganan ini dinyatakan berakhir jika Lembaga Penjamin Simpanan telah menjual 

seluruh saham bank dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak dimulainya proses 

penyelamatan(Stephani, 2013). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 

dua kali, masing-masing selama 1 tahun, untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal. 

Jika tingkat pengembalian optimal belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, LPS wajib 

menjual saham bank gagal sistemik yang diselamatkan dalam waktu 1 tahun 

berikutnya(Republik Indonesia, 2004). 

Penanganan tanpa Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama 

Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk melakukan penanganan bank 

sistemik dengan cara penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham 

apabila pemegang saham menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana yang 

tertuang di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lemabaga 

Penjamin Simpanan. Tanpa keiikutsertaan pemegang saham, maka LPS dapat langsung 

mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan, 

kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank yang dimaksud. Tindakan yang dapat 

dilakukan oleh LPS terhadap segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, 

dan/atau kepentingan lain pada bank gagal yang berdampak sistemik, antara lain(Republik 

Indonesia, 2004): 

a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang 

menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank; 

b. Melakukan penyertaan modal sementara; 

c. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau 

kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur; 

d. Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain; 

e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 

f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan 

g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang 

mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank. 

Sama halnya dengan penanganan yang melibatkan pemegang saham, proses akhir dari 

penangananan bank yang gagal ini ditandai dengan Lembaga Penjamin Simpanan yang berhasil 

berjual menjual seluruh saham bank dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak 
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dimulainya proses penyelamatan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga maksimal dua 

kali, masing-masing selama 1 tahun, untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal. Jika 

tingkat pengembalian optimal belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, LPS wajib menjual 

saham bank gagal sistemik yang diselamatkan dalam waktu 1 tahun berikutnya(Republik 

Indonesia, 2004). 

Apabila dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS, maka 

dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank berlaku menggunakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yakni: 

a. Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; 

b. Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan 

c. Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa, maka dibagi 

secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama. 

Sebaliknya jika dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan 

kepada LPS, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank 

setelah penanganan. 

Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik 

Apabila istilah sistemik berhubungan dengan dampak luar biasa terhadap penarikan 

dana (rush) maupun kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian, maka yang tidak 

sistemik ialah yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Dengan kata lain bank gagal yang tidak 

berdampak sistemik adalah bank gagal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap perbankan 

secara global. 

Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dimulai ketika Lembaga 

Penjamin Simpanan menerima permintaan keputusan penyelesaian bank selain bank bistemik 

yang tidak dapat disehatkan serta memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung dari 

Otoritas Jasa Keuangan(Lembaga Penjamin Simpanan, 2017). Penyelesaian atau penanganan 

Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dapat dilakukan dengan opsi sebagai berikut: 

LPS akan melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak 

sistemik, apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut(Republik Indonesia, 2004): 

a. Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak 

melakukan penyelamatan bank dimaksud; 

b. Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik; 

c. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 

1. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS; 

2. Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan 
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3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak 

berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: 

1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 

2. Data keuangan Nasabah Debitur; 

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 

4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, 

yang dibutuhkan oleh LPS. 

Setelah persyaratan terpenuhi maka RUPS akan menyerahkan segala hak dan 

wewenangnya kepada LPS (Republik Indonesia, 2004). Selanjutnya LPS dapat melakukan 

tindakan terhadap hak dan wewenang RUPS sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 UU 

LPS. Adapun biaya penyelamatan bank yang telah dikeluarkan oleh LPS akan menjadi 

penyertaan modal sementara LPS pada bank(Republik Indonesia, 2004).  

Bila didapati ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS maka 

pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham 

bank setelah penyelamatan(Republik Indonesia, 2004). Namun jika ekuitas bank bernilai nol 

atau negatif, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank 

setelah penyelamatan(Republik Indonesia, 2004). 

Tidak Melakukan Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik 

Bilamana tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau 

LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta 

pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya, LPS akan melaksanakan pembayaran klaim 

Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya. 

Studi Kasus: Penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

Bank Century merupakan salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah perbankan 

Indonesia yang melibatkan intervensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank ini 

menghadapi masalah likuiditas yang parah pada tahun 2008, yang di tengah krisis keuangan 

global, memicu kekhawatiran tentang potensi dampak sistemiknya terhadap stabilitas 

keuangan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui LPS, memutuskan untuk melakukan bail-

out terhadap Bank Century dengan tujuan untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut dalam 

sistem perbankan. 

Krisis di Bank Century dimulai dengan penarikan besar-besaran oleh nasabah yang 

kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut(HIJRIANTI, 2009). Untuk mengatasi hal ini, 
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LPS melakukan beberapa langkah krusial. Pertama, LPS menyuntikkan dana likuiditas untuk 

memastikan bank tetap operasional dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Langkah ini diambil untuk menenangkan para nasabah dan mencegah panic selling yang dapat 

memperburuk kondisi likuiditas bank(HIJRIANTI, 2009). 

Selanjutnya, LPS melakukan restrukturisasi manajemen Bank Century. Manajemen 

lama yang dianggap tidak kompeten dan terlibat dalam praktik-praktik perbankan yang berisiko 

tinggi digantikan dengan tim baru yang lebih profesional(Rahadiyan, 2016). LPS juga 

memfokuskan upayanya pada pemulihan aset bank dan memperbaiki tata kelola perusahaan 

untuk memastikan operasional yang lebih sehat dan transparan di masa depan. 

Intervensi LPS terhadap Bank Century memberikan dampak signifikan terhadap 

stabilitas keuangan Indonesia. Dari sisi positif, tindakan cepat LPS berhasil mencegah 

runtuhnya Bank Century yang dapat memicu efek domino di sektor perbankan nasional. 

Langkah ini memberikan waktu bagi regulator dan pemerintah untuk memperbaiki kelemahan 

sistemik dalam pengawasan dan regulasi perbankan. 

Namun, intervensi ini juga tidak lepas dari kontroversi. Biaya bail-out yang sangat 

besar dimana mencapai 6,7 triliun(Sinaga, 2021) menjadi sorotan publik dan memicu 

perdebatan tentang penggunaan dana publik untuk menyelamatkan bank swasta. Keputusan 

tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan perbankan sebelum krisis 

dan tanggung jawab para pemegang saham serta manajemen lama bank yang gagal 

menjalankan fungsi mereka dengan baik. 

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sedikit banyak dipengaruhi oleh 

penanganan krisis di Bank Century. Meskipun intervensi LPS berhasil menstabilkan bank, 

prosesnya yang panjang dan berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian. Namun, pada jangka 

panjang, tindakan LPS membuktikan bahwa ada mekanisme yang dapat diandalkan untuk 

menangani bank yang bermasalah, sehingga memberikan keyakinan bahwa simpanan nasabah 

aman di bawah pengawasan LPS. 

Secara keseluruhan, studi kasus Bank Century menunjukkan pentingnya keberadaan 

LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Intervensi yang dilakukan LPS tidak hanya 

menyelamatkan satu bank, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada pasar bahwa 

pemerintah memiliki alat dan kemauan untuk menjaga stabilitas keuangan. Meski terdapat 

kritik dan tantangan, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi LPS dalam 

meningkatkan kinerja dan efisiensinya di masa mendatang. 
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Peran Hukum dalam Mencegah Krisis Keuangan di Masa Depan 

Dari pengalaman krisis keuangan yang pernah melanda dunia, khususnya Indonesia, 

mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan 

secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting. Indonesia telah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 

(UU PPKSK) sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga terkait untuk berkoordinasi 

dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dengan penerbitan UU PPKSK 

dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, 

Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua 

Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. UU PPKSK mengatur peran KSSK yang 

meliputi: 

a. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; 

b. penanganan krisis sistem keuangan; dan 

c. penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan 

normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. 

Fokus utama Undang-Undang ini adalah pencegahan dan penanganan masalah pada 

bank sistemik, yang merupakan bagian penting dari sistem keuangan. Namun, pemantauan, 

pemeliharaan, dan penanganan masalah sistem keuangan juga mencakup sektor fiskal, 

moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem 

pembayaran. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, masalah pada bank sistemik bisa 

menyebabkan kegagalan sistem pembayaran, sehingga sistem keuangan tidak berfungsi secara 

efektif dan berdampak langsung pada perekonomian. Kedua, mayoritas dana masyarakat saat 

ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, sehingga perlu dijaga 

keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan masalah di 

pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilakukan oleh lembaga sesuai dengan 

wewenang yang diatur dalam Undang-Undang terkait perbankan, perasuransian, pasar modal, 

surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank 

Indonesia. 

Dalam Undang-Undang ini, penanganan masalah bank diutamakan menggunakan 

sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika 

upaya ini tidak berhasil, maka Bank Indonesia akan mendukung penanganan masalah likuiditas 

dan Lembaga Penjamin Simpanan akan menangani masalah solvabilitas. Dalam kondisi krisis 

sistem keuangan, jika ada masalah di sektor perbankan yang membahayakan perekonomian 

nasional, Presiden, berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dapat 
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memutuskan pelaksanaan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan. Melalui program ini, Lembaga Penjamin Simpanan akan menangani masalah bank, 

baik bank sistemik maupun non-sistemik(Republik Indonesia, 2016). 

 

KESIMPULAN 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran krusial dalam menjamin simpanan 

nasabah bank di Indonesia dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Berdasarkan UU No. 24 

Tahun 2004, LPS bertugas merumuskan dan menerapkan kebijakan penjaminan simpanan serta 

menangani bank yang gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik. 

Adanya kasus Bank Century menunjukkan betapa pentingnya peran LPS dalam 

menjaga stabilitas perbankan. Meskipun langkah ini berhasil mencegah keruntuhan lebih 

lanjut, namun biaya bailout yang besar menimbulkan kontroversi dan kritik mengenai 

penggunaan dana publik. Tetapi disisi lain, tindakan LPS ini juga menunjukkan kemampuan 

pemerintah dalam menangani krisis perbankan dan memberi keyakinan pada masyarakat 

tentang keamanan simpanan mereka. 

Pengalaman krisis keuangan diatas menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga 

untuk menjaga stabilitas keuangan. UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mengamanatkan untuk membentuk Komite 

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertugas memantau dan menangani krisis keuangan. 

Undang-undang ini mengatur bahwa masalah pada bank sistemik ditangani terlebih dahulu 

dengan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis, tanpa menggunakan anggaran 

negara.  
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